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ABSTRAKSI: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara penyelamatan
pembiayaan vyang bermasalah pada perbankan syariah. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber informasi
dari literasi buku-buku dan artikel-artikel yang terdapat di beberapa jurnal yang
sudah dipublikasikan juga inspirasi QS. Al-Bagarah ayat 282 tentang pencatatan
transaksi keuangan. Hasil penelitian adalah ditemukannya cara mencegah
terjadinya fenomena pembiayaan bermasalah dengan melibatkan catatan dan
keahlian para ahli.

Kata Kunci: Pembiayaan bermasalah, perbankan syariah, pencatatan, ahli

ABSTRACTION: This study aimsto find out how to implement problematic financing
in Islamic banking. This research uses a qualitative approach with a descriptive
method. The source of information from literacy books and articles contained in
several journals that have been published is also the inspiration of QS. Al-Bagarah
ayah 282 on recording financial transactions. The result of the study is the
discovery of ways to prevent the occurrence of problematic financing phenomena
by involving the records and expertise of experts.
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PENDAHULUAN

Bank syariah didirikan bertujuan untuk memediasi antara pemilik dana dengan
nasabah yang membutuhkan dana dengan perjanjian atau akad yang telah
disepakati. Peran ini menjadikan bank diakui telah memberikan banyak kontribusi
dalam mengembangkan perekonomian negara dan masyarakat. Namun dalam
praktiknya, tidak semua nasabah dapat mengembalikan dana bank dengan lancar
sesuai perjanjian. Beberapa permasalahan dalam penyelesaian pembiayaan dapat
terjadi yang dapat mengancam likuiditas bank (Masse & Rusli, 2018; Musa et al.,
2021). Pembiayaan di bank syariah berbeda dengan bank konvensional.
Pembiayaan di bank syariah tidak ada istilah kreditur dan debitur karena
merupakan sebuah kesepakatan antara bank dengan nasabah yang sedang
memerlukan dana untuk membiayai kegiatan atau aktivitas tertentu.

Kegiatan usaha bank syariah yang paling dimanfaatkan oleh masyarakat
adalah pembiayaan. Pembiayaan merupakan bagian dari peran bank menyalurkan
dana kepada masyarakat atau perusahaan, dilakukan melalui proses analisis
kelayakan pembiayaan sampai kepada realisasi pencairan dana. Realisasi
pembiayaan bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi
pembiayaan, pejabat bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan
atas pembiayaan (Irawan, 2019; Mahri, 2021). Keterlibatan petugas bank syariah
dalam pemantauan dan pengawasan pembiayaan merupakan keniscayaan, dalam
rangka menyelamatkan dana masyarakat yang telah diamanahkan kepada bank
syariah. Pembiayaan bank syariah membutuhkan kehati-hatian dalam
penyalurannya, sehingga pihak bank harus mengelolanya dengan menggunakan
prinsip kehati-hatian.

Hal tersebut dibutuhkan untuk memastikan bahwa dana investasi dari
pihak kreditur dikelola dengan sempurna oleh pihak bank sebagai lembaga
intermediasi. Salah satu bentuk prinsip kehati-hatian dalam tata kelola keuangan
pada operasional bank yaitu jaminan sebagai pegangan pihak bank untuk
memastikan debiturnya melakukan prestasi yang telah disepakati dalam akad.
Bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bahwa pembiayaan
tersebut berjalan dengan lancar, nasabah mematuhi agad yang telah disepakati
dan membayar lunas sesuai tempo. Namun bisa saja terjadi pembiayaan nasabah
mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian bagi bank
syariah. Setiap pembiayaan bermasalah menyebabkan bank syariah harus
menyelamatkannya, terutama bagi perilaku ekonomi mikro seperti warung Mbah
Waginem (Utomo, 2021). Penelitian ini berusaha untuk menemukan cara
penyelamatan pembiayaan yang bermasalah pada perbankan syariah.
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METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif.
Sumber informasi dari literasi buku-buku dan artikel-artikel yang terdapat di
beberapa jurnal yang sudah dipublikasikan juga inspirasi QS. Al-Bagarah ayat 282
tentang pencatatan transaksi keuangan. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk
pengukuran yang cermat terhadap fenomena pembiayaan bermasalah. Deskriptif
dilakukan untuk menggambarkan, menterjemahkan, dan interpretasi fakta aktual
di lapangan. Implikasinya, informasi dianalisis dengan menghubungkan satu
dengan yang lain dalam aspek-aspek yang diteliti. Sehingga penelitian ini akhirnya
bisa menggambarkan, menjelaskan, dan menyajikan analisis penyelesaian
pembiayaan bermasalah yang terjadi di lembaga keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

QS. Al-Bagarah ayat 282 berbunyi:
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Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jika di antara kalian saling berhutang
sampai suatu waktu yang ditentukan maka hendaklah kalian mencatatnya,
hendaklah ada penulis yang mencatat transaksi di antara kalian dengan adil.......

Ayat ini sangat panjang, satu halaman sendiri, lima belas baris, semuanya berisi
mengenai transaksi keuangan. Utomo (2023) menjelaskan ayat tersebut memiliki
kandungan pengaturan dalam transaksi keuangan yang sangat kuat, termasuk
dalam pembiayaan di perbankan syariah. Misalnya dengan perintah agar
dilakukan pencatatan, disaksikan oleh dua orang, jika pelaku transaksi tidak
memiliki kekmampuan maka hendaknya diwakilkan kepada ahli, dan sebagainya.

Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat disamping merupakan
aktivitas yang menghasilkan keuntungan, juga untuk memanfaatkan dana yang
ideal, karena bank telah membayar sejumlah tertentu atas dana yang dihimpunya.
Pada akhir bulan atau saat tertentu bank akan mengeluarkan biaya atas dana yang
dihimpun dari masyarakat (Fitria, 2016). Dengan demikian bank tidak boleh
membiarkan dana tersebut mengendap dan harus segera menyalurkannya kepada
masyarakat yang membutuhkan agar memperoleh pendapatan atas dana yang
disalurkannya. Penyaluran dana kepada masyarakat untuk bank syariah berupa
pembiayaan (Ismail, 2010).
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Pengertian Pembiayaan. Menurut Antonio (2001) pembiayaan merupakan
salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi
kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. Sedangkan Undang-Undang
Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan mendefenisikan pembiyaan adalah
penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan persetujua atau kesepakatan
antara bank dengan pihak lain (nasabah) yang mewajibkan pihak yang dibiayai
mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan
imbalan atau bagi hasil. Dengan demikian Pembiayaan adalah salah satu jenis
kegiatan usaha bank syariah. Selanjutnya Wangsawijaya (2012) menjelaskan
bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan
dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk murabahah dan musyarakah,;
transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah
muntahiya bitamlik; transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang gardh; dan,
transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk jjarah untuk transaksi multi jasa
(Farug Ahmad et al., 2020).

Tujuan Pembiayaan. Tujuan pembiayaan menurut Binti Nur (2015)
dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro
dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro (Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No.
08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah, 2000; Lutfi, 2017;
Musyafah, 2019; Syahbudi & Sari, 2017). Adapun secara makro, pembiayaan
bertujuan sebagai berikut: (1). Peningkatan ekonomi umat. Masyarakat yang tidak
dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat
melakukan akses ekonomi; (2). Tersedianya dana bagi peningkatan usaha. Untuk
pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Pihak yang surplus dana
menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat digulirkan; (3).
Meningkatkan produktifitas, yaitu dengan adanya pembiayaan memberikan
peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan saya produksinya; (4).
Membuka lapangan kerja baru, yaitu dengan dibukanya sektor usaha melalui
penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap
tenaga kerja. Sedangkan secara mikro, pembiayan memiliki tujuan sebagai berikut:
(1). Upaya memaksimalkan laba. Yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha
menginginkan mencapai laba maksimal, maka perlu dukungan dana yang cukup;
(2). Upaya meminimalkan resiko. Usaha yang dilakukan agar mampu
menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan
resiko yang timbul; (3). Pendayagunaan sumber ekonomi. Sumber daya ekonomi
dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan
sumber daya manusia serta sumber daya modal; (4). Penyaluran kelebihan dana
dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana
dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.
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Prinsip Analisis Pembiayaan. Pembiayaan merupakan kegiatan perbankan
syariah yang sangat penting dan menjadi penunjang kelangsungan hidup bank
syariah jika dikelola dengan baik, pengelolaan pembiayaan yang tidak baik akan
banyak menimbulkan masalah bahkan akan menyebabkan ambruknya bank
syariah. Dana masyarakat selayaknya disalurkan untuk keperluan pembiayaan
yang produktif yaitu dalam bentuk pembiayaan dengan memperhatikan kaidah-
kaidah aman, lancar dan menghasilkan (Usanti, 2006). Jenis-jenis pembiayaan
Bank Syariah ada dua, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif.
Pembiayaan produktif yaitu: jenis pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan produksi dalam definisi yang luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik
usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Pembiayaan konsumtif yaitu
jenis pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang
akan habis digunakan saat dipakai untuk memenuhi kebutuhan. Secara umum
Sunarto, dkk (2018: 15-16) menjelaskan jenis pembiayaan pada Bank Syariah
dibagi menjadi beberapa jenis akad diantaranya, yaitu: musyarakah, mudharabah,
murabahah, salam, istishna’, ijarah, ijarah muntahiya bit tamlik, qard, dan
sebagainya (Hasanah, 2016).

Pembiayaan Bermasalah. Secara umum pengertian pembiayaan
bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak
menempati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang
tertuang dalam akad. Mahmoeddin dalam Ibrahim dan Rahmati (2017:76)
mengemukakan pengertian pembiayaan bermasalah lebih spesifik lagi, yaitu
pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan kurang lancar, dimana nasabahnya
tidak memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam akad, pembiayaan yang
tidak menempati jadwal angsuran, sehingga terjadinya penunggakan, pembiayaan
bermasalah adalah pembiayaan yang tidak menempati janji pembayaran,
sehingga memerlukan tindakan hukum untuk menagihnya, kemudian
Mahmoeddin juga menyimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah
pembiayaan yang berpotensi untuk merugikan bank sehingga berpengaruh
terhadap kesehatan bank itu sendiri (Khairawati et al., 2021; M. Zidny Nafi’ Hasbi,
2019).

Bank syariah melakukan pengawasan dan pembinaan perkembangan
proyek usaha pada pembiayaan yang dikelola oleh nasabah, karena keuntungan
yang akan diperoleh bank syariah berasal dari keuntungan yang dibagihasilkan
berdasarkan nisbah yang telah disepakati dari usaha yang dikelola oleh nasabah
sehingga jika usaha yang dikelola oleh nasabah tersebut gagal maka bank syariah
harus memikul resiko kehilangan dana yang telah diberikan kepada nasabah
(Utomo, 2022). (Usanti dan Abd. Somad, 2013: 101). Ketidaklancaran nasabah
membayar angsuran pokok maupun bagi hasil pembiayaan menyebabkan adanya
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kolektibilitas pembiayaan. Bank Indonesia menetapkan kriteria terhadap
penggolongan kredit tersebut melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor
7/3/DPNP tahun 2005. Tujuan penetapan kolektibilitas kredit adalah untuk
mengetahui kualitas kredit sehingga bank dapat mengantisipasi risiko secara dini,
karena risiko kredit dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank.

Faktor-Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah. Antonio dan Arifin
menguraikan penyebab utama terjadinya resiko kredit adalah terlalu mudahnya
bank memberikan pinjaman atau investasi karena terlalu dituntut untuk
memanfaatkan kelebihan likuiditas (Bolek & Grosicki, 2012; Cortez et al., 2021;
Gundogdu, 2016; Muhammad et al., 2020; Murthy & Al-Muharrami, 2020; Musa
et al, 2021). Akibatnya, penilaian pembiayaan kurang cermat dalam
mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya (Rustam,
2013). Secara umum ada faktor, yaitu faktor internal bank dan faktor internal
nasabah. Faktor internal bank diantaranya sebagai berikut: Kemampuan dan
naluri bisnis analis kredit belum memadai; Analis kredit tidak memiliki integritas
yang baik; Para anggota komite kredit tidak mandiri; Pemutus kredit “takhluk”
terhadap tekanan yang dating dari pihak eksternal; Pengawasan bank setelah
kredit tidak memadai; Pemberian kredit yang kurang cukup atau berlebihan
jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan yang sesunguhnya; Bank tidak
mempunyai perencanaan kredit yang baik. Faktor-faktor internal nasabah yang
dapat menyebabkan kredit bermasalah antara lain: Perpecahan diantara para
pemilik atau pemegang saham Key person dari perusahaan, orang yang sakit atau
meninggal dunia yang tidak dapat digantikan oleh orang lain dengan segera;
Tenaga ahli yang menjadi tumpuan proyek atau perusahaan meninggalkan
perusahaan.

KESIMPULAN

Munculnya pembiayaan bermasalah dikarenakan adanya salah satu pihak yang
tidak bisa mengukur kemampuan keuangannya. Karena itu perlu dibantu oleh
orang lain yang memiliki keahlian mengukur kemampuan keuangan salah satu
pihak tersebut, apakah dari sisi perbankan maupun dari sisi nasabah. QS. Al-
Bagarah ayat 282 mengajarkan kepada kita agar senantiasa melibatkan catatan
dan orang yang ahli yang menjadi saksi dalam transaksi keuangan di masyarakat.
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